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ABSTRAK

Malpraktik masih banyak terjadi, baik yang dilakukan rumah sakit maupun
dokter. Dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien sebagaimana
tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi dokter, karena
dalam praktiknya penanganan kasus dugaan malpraktik oleh penyidik kepolisian
tentunya akan menggunakan tatacara atau prosedur yang ada di KUHAP sebagai
acuannya, ini dikarenakan UUPK tidak mengatur bagaimana beracaranya apabila
ada dugaan dokter melanggar pasal-pasal dalam UUPK. Penelitian ini
menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis
sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder
dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan
serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian
disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif,
dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Adapun tujuan dari
penelitian disertasi ini ialah untuk mengkaji dan menganalisis formulasi kebijakan
malpraktek medis dalam sistem hukum indonesia belum berbasis nilai keadilan.
Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan formulasi kebijakan malpraktek
medis dalam sistem hukum Indonesia. Untuk merekontruksi formulasi kebijakan
malpraktek medis dalam sistem hukum indonesia berbasis nilai keadilan.
Berdasarkan temuan penelitaian disertasi ini, ditemukan beberpa fakta dan
masukan yaitu dalam praktiknya penanganan kasus dugaan malpraktik oleh
penyidik kepolisian tentunya akan menggunakan tatacara atau prosedur yang ada
di KUHAP sebagai acuannya, ini dikarenakan UUPK tidak mengatur bagaimana
beracaranya apabila ada dugaan dokter melanggar pasal-pasal dalam UUPK.
kelemahan dalam kekuranglengkapan dan kekurangjelasan mengenai rumusan
malpraktek beserta sanksinya yang tegas, serta pembelokan kearah perbuatan
melawan hukum. sehingga perlu dilakukan rekonstruksi hukum dalam Undang-
Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yakni pengertian
malpraktik yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 50
mengenai prosedur penyelesaian kasus dugaan malpraktik serta Pasal 66
mengenai syarat pelaporan dufgaan malpraktik.

Kata Kunci: kebijakan hukum, dokter, malpraktik, medis, pidana, rumah sakit

viii



ABSTRACT

Malpractice still occurs a lot, both by hospitals and doctors. In the settlement of
medical disputes between doctors and patients as stated in Article 50 of Law no.
29 of 2004 concerning Medical Practice has not fully provided protection for
doctors, because in practice the handling of suspected malpractice cases by police
investigators will of course use the procedures or procedures in the Criminal
Procedure Code as a reference, this is because UUPK does not regulate how the
procedure is carried out if there are allegations of doctors violating articles
article in UUPK. This study uses a constructivism paradigm with a sociological
juridical approach to solve research problems by examining secondary data and
primary data by finding the legal reality experienced in the field as well as
qualitative descriptive methods, namely where the data obtained are then
arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where
later the data will be presented descriptively. The purpose of this dissertation
research is to examine and analyze the formulation of medical malpractice
policies in the Indonesian legal system that is not based on the value of justice. To
examine and analyze the weaknesses of the medical malpractice policy
formulation in the Indonesian legal system. To reconstruct the formulation of
medical malpractice policies in the Indonesian legal system based on the value of
justice. Based on the findings of this dissertation research, several facts and
inputs were found, namely in practice the handling of cases of alleged malpractice
by police investigators will of course use the procedures or procedures in the
Criminal Procedure Code as a reference, this is because UUPK does not regulate
how the proceedings are carried out if there are allegations of doctors violating
the articles in the Criminal Procedure Code. UUPK. Weaknesses in
incompleteness and lack of clarity regarding the formulation of malpractice and
its strict sanctions, as well as diverting towards unlawful acts. so it is necessary to
reconstruct the law in Law no. 29 of 2004 concerning Medical Practice, namely
the definition of malpractice contained in Article 1 paragraph (1) and paragraph
(2) and Article 50 regarding the procedure for resolving cases of suspected
malpractice and Article 66 regarding the requirements for reporting suspected
malpractice.

Keywords: legal policy, doctor, malpractice, medical, criminal, hospital



RINGKASAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia yang salah satu komponennya adalah
hukum substantif, diantaranya hukum pidana, hukum perdata dan hukum
administrasi tidak mengenal bangunan hukum malpraktik. Salah satu
bentuk tanggung jawab dari pemerintah bisa terlihat dari dikeluarkannya
legislasi atau aturan-aturan mengenai Kesehatan yaitu:

1. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan.
Undang-Undang R1 no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
Undang-Undang RI no. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang rekam medis.
Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran.

o N

Dokter dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh
dengan risiko ini, terkadang tidak dapat menghindarkan diri dari
kekeliruan/kelalaian ataupun kesalahan. Karena bisa saja terjadi pasien
yang ditangani menjadi cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani,
walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi
atau Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan
medik yang baik.! Akibat kelalaian Tindakan dokter tersebut dalam
menjalankan profesinya dapat membebani tanggung jawab hukum dan hal
tersebut di kenal dengan istilah malpraktek (malpractice) medis.

Penggunaan istilah “Malpraktek (Medik)” sendiri untuk kalangan
hukum di negara Indonesia masih menjadi perdebatan. Hukum kedokteran
di Indonesia sampai sekarang belum dapat dirumuskan secara mandiri
sehingga batasan-batasan mengenai malpraktik belum bisa dirumuskan,

sehingga isi pengertian dan batasan-batasan malpraktik kedokteran belum

. Kevin g. Y. Ronoko, “Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek yang

Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia™ Lex Crimen Vol. 4 No. 5, 2015, Hal 86-87



seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya. Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga tidak
memuat tentang ketentuan malpraktik kedokteran. Pasal 1 menerangkan
Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter
dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan .
Pasal 66 ayat (1) mengandung kalimat yang mengarah pada kesalahan
praktik dokter yaitu “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya
dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik
kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.

Untuk menentukan seorang dokter telah melakukan tindak pidana
dalam menjalankan profesinya, para aparatur penegak hukum baik
kepolisian (polisi), kejaksaan (penuntut umum), maupun pengadilan
(hakim) mutlak diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai prinsip
dasar ilmu kedokteran dan prinsip-prinsip praktik kedokteran Indonesia
atau setidaknya melibatkan saksi ahli di bidang kedokteran (pakar
kedokteran), sehingga tidak mudah menetapkan sebagai pelaku tindak
pidana terhadap dokter dalam menjalankan praktik kedokterannya.

Contoh kasus malpraktik yang dialami oleh Ningrum Santi
dirugikan oleh Rumah Sakit Hermina Pandanaran akibat operasi Caesar
setelah masuk ruang operasi diberi kabar bahwa istrinya koma akibat gagal
jantung,"jelasnya. Saat itu juga, istri dan anaknya yang telah dilahirkan
tersebut dibawa ke 1CU. Keesokan harinya anak Jevry tersebut meninggal
dunia. Sementara istrinya koma dan menjalani perawatan di ICU selama
dua bulan. "Setelah sadar istrinya mengalami penurunan daya ingat, dan
motorik. Kondisi badanya seperti ingkung atau mengkerut, Ningrum
mengalami koma setelah disuntik anastesi. Menurut informasinya
Ningrum sempat mengalami gagal jantung selama 15 menit. "Informasi
sementara dari pihak rumah sakit kondisi tubuh pasien tidak dapat
menerima anastesi,”. Tidak hanya itu, bayi yang dilahirkan kliennya

tersebut telah membiru. Sehari kemudian bayi itu meninggal dunia. "Bayi
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meninggal sehari kemudian,"kata dia. Lebih lanjut, mediasi telah
dilakukan sebanyak tujuh kali antara Hermina Pandanaran maupun
Hermina Jakarta. Namun mediasi tersebut tidak ada titik temu. "Rumah
Sakit hanya menyampaikan normatif akan bertanggung jawab kesehatan,".
Karena tidak ada titik temu, kliennya melaporkan sendiri pihak
manajemen ke Polda Jateng pada bulan Juni 2020 dengan nomor
B/1079/VII/Ditreskrimsus. Saat ini perkara tersebut ditangani oleh
Ditreskrimsus Polda Jateng. "Saat ini prosesnya pemeriksaan pelapor dan
terlapor,”ujarnya la menuturkan saat ini tim penasehat hukum Jevry
sedang mengupayakan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) di PN Semarang.

Rumah Sakit Tlogorejo Semarang di tahun 2020 juga dilaporkan
telah melakukan perbuatan malpraktik terhadap Samuel Reven (26) diduga
menjadi korban malapraktik di-COVID-kan setelah korban meninggal
dunia. Kronologi kasus malapraktik tersebut, awalnya saat masuk ke RS
Telogorejo, diminta menunggu beberapa jam sebelum mendapat kamar
untuk menjalani proses perawatan di rumah sakit tersebut. Lalu petugas
rumah meminta Samuel Reven mengisi sebuah formulir jika ingin segera
memperoleh kamar. Namun pihak keluarga menolak untuk mengisi karena
curiga adanya tindakan malapraktik. Akhirnya formulir itu terpaksa
ditandatangani agar Samuel bisa segera bisa mendapat kamar.

Setelah dilakukan pemeriksaan Samuel reaktif COVID-19 lalu
segera ditempatkan di kamar isolasi selama empat hari. Selama perawatan
tersebut jingga dinyatakan meninggal dunia, kata dia, Samuel
negatif COVID-19 berdasarkan dua kali tes usap serta foto toraks paru-
paru. Bahkan hingga proses pemakaman Samuel di Jakarta tidak melalui
protokol COVID-19. Saat pihak keluarga mengurus biaya perawatan ke
rumah sakit ia dikagetkan dengan pernyataan pihak rumah sakit. Seluruh
biaya dinolkan, tidak dipungut biaya oleh rumah sakit. Akhirnya keluarga

Samuel Reven melaporkan RS Telogorejo ke polisi atas
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dugaan malapraktik yang menewaskan putra pasangan Raplan Sianturi dan
Erni Marsaulina itu.

Manajemen RS Telogorejo melalui Direktur Pemasaran, Grace
Rutyana, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan telah
melakukan perawatan dan tindakan medis terbaik sesuai dengan standar
pengobatan terhadap almarhum. Seluruh kronologi, proses, dan tindakan
medis sudah dijelaskan dengan proporsional dan benar sesuai standar
organisasi profesi kepada pihak keluarga.

Sangat sulit terkadang dipahami oleh pasien yang mejadi korban
dari tindakan malpraktik atau masyarakat awam lainnya mengapa sangat
tidak mudah membawa masalah malpraktik medik ini ke jalur hukum.
Masyarakat kemudian mengambil penilaian bahwa aparat penegak hukum
kurang serius menanggapi kasus malpraktek medik ini. Untuk menetapkan
seorang menjadi tersangka atau terdakwa tentu bukan hal yang mudah
apalagi untuk perkara malpraktik yang menyangkut aspek medis yang
kadang kurang dipahami penegak hukum

Dokter yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak
mendapatkan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan praktek
kedokteran, dokter harus memenuhi Informed Consent dan Rekam Medik
sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan
hukum apabila terjadi dugaan tindak pidana medik. Ada beberapa hal yang
menjadi alasan peniadaan hukuman sehingga membebaskan dokter dari
tuntutan hukum, yaitu resiko pengobatan, kecelakaan medik, contribution
negligence, Respectable minority rules & error of (in) judgment, Volenti
non fit iniura atau asumption of risk, dan Res Ipsa Loquitur.

Perlindungan hukum terhadap profesi dokter adalah upaya
preventif yuridis atas mudahnya setiap orang menduga, mengadu, melapor,
dan menggugat dokter atas dugaan melakukan tindak pidana medik.
Memang, dokter dalam menjalankan profesi kedokterannya bisa saja

melakukan kesalahan dan/atau kelalaian, sehingga dapat dituntut
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pertanggungjawaban secara hukum, baik perdata, pidana maupun
administrasi negara, namun jangan sampai terjadi dokter dihukum tanpa
melakukan kesalahan. Sebab hal itu selain menyalahi dan bertentangan
dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri juga tidak sesuai dengan hak-hak
asasi manusia. Maka dengan demikian menurut penulis, perumusan unsur-
unsur dari tindak pidana medik yang berkaitan dengan kapan seorang
dokter tersebut dapat dilaporkan, digugat dan dipidana dan kapan tidak,
tidaklah hanya berdasarkan kepada yang telah dipenuhinya rumusan tindak
pidana sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 66 ayat (3) UU No 29
tahun 2004 karena terpenuhinya unsur-unsur tersebut belum tentu bisa
dihubungkan dengan pertanggungjawaban antara perbuatan melawan
hukum formil dan materiil.

Kenyataan di atas adalah suatu fakta yang tidak dapat dielakkan
bahwa dokter rentan untuk diproses secara hukum tanpa melihat
permasalahan sebenarnya. Pertanyaan perlu dikemukakan di sini yaitu
apakah kesalahan pelayanan medis benarbenar telah terjadi malpraktik
kedokteran atau memang sebaliknya bahwa dokter telah bekerja sesuai
dengan prosedur yang berlaku sementara hasilnya tidak dapat mengobati
pasien hingga menjadi sembuh.

Perlu dilakukan rekonstruksi hukum dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ketentuan
mengenai lebih spesifiknya pengertian dari malpraktik dan Pasal 50 )
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengenai
prosedur penyelesaianya agar terjadi harmonisasi antara korban dan tenaga
kesehatan.

Berkaitan dengan berbagai macam penjelasan di atas maka perlu
dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait “Rekonstruksi Formulasi
Kebijakan Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis
Nilai Keadilan”.
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B. Rumusan Masalah
1. Mengapa formulasi kebijakan malpraktek medis dalam sistem
hukum indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan kebijakan malpraktek medis dalam
sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana rekontruksi formulasi kebijakan malpraktek medis
dalam sistem hukum indonesia berbasis nilai keadilan?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengkaji dan menganalisis formulasi kebijakan malpraktek
medis dalam sistem hukum indonesia belum berbasis nilai
keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan formulasi kebijakan
malpraktek medis dalam sistem hukum Indonesia.
3. Untuk merekontruksi formulasi kebijakan malpraktek medis dalam
sistem hukum indonesia berbasis nilai keadilan.
D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru

di dalam ilmu hukum khususnya dalam pengayakan konsep-konsep

hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi sistem formulasi

kebijakan malpraktek medis dalam sistem Hukum Indoneisa.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif
maupun legislatif dalam mewujudkan penyelesaian perkara
tindak pidana mengenai malpraktek medis.

b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi
pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum
agar mengetahui tentang penyelesaian perkara malpraktek
medis sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum

yang adil.
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c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran
sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan
pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum
pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan
yang penulis geluti nantinya.

E. Pembahasan
1. Pelaksanaan kebijakan malpraktek medis dalam sistem hukum
indonesia saat ini.

Seorang dokter yang melakukan tindakan malpraktik yang
berakibat timbulnya kerugian atau meninggalnya seseorang dapat
digugat secara hukum pidana apabila ditemukan adanya unsur
kelalaian atau kesengajaan. Azas Geen Straf Zonder Schuld (tiada
pidana tanpa kesalahan) dalam hukum pidana merupakan hukum
yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara eksplisit, dalam KUHP tidak dijelaskan secara spesifik
mengenai makna kesengajaan tersebut. Dalam hal ini, kesengajaan
diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, yang dilakukan dengan
membayangkan akibat yang terjadi dari perbuatannya. Teori ini
menitikberatkan pada apa yang diketahui oleh si pelaku tentang apa
akibat dari perbuatannya. Kelalaian merupakan bentuk kesalahan
yang berbeda dengan bentuk kesengajaan, yang tidak terjadi secara
tiba-tiba atau kebetulan. Dalam kealpaan, sikap batin seseorang
menghendaki melakukan suatu perbuatan tetapi tidak berniat untuk
melakukan kejahatan. Dalam KUHP tindakan kealpaan atau
kelalaian yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang
lain tetap harus ditempuh ke jalur pidana.

Tidak adanya kebijakan tentang malpraktik yang secara jelas
tertulis di KUHP dan Undang-Undang Praktek Kedokteran, oleh
karena itu sulit untuk menjelaskan tentang malpraktek merupakan
pidana atau bukan. Tidak adanya pengaturan secara khusus tentang
malpraktek kedokteran dan KUHP, sehingga dirasakan sulit
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menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan malpraktik.
Dasar-dasar hukum yang dipakai oleh pasien untuk menuntut

dokter atau sarana kesehatan didasarkan atas pasal-pasal sebagai

berikut.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan

1) Pasal 58 ayat (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi
terhadap  seseorang, tenaga  kesehatan, dan/atau
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian
akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan
yang diterimanya.

2) Pasal 58 ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan
tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran

1) Pasal 66 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang
mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan
dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik
kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

2) Ayat (3) menentukan bahwa Pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan
hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak
pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat
kerugian perdata ke pengadilan.

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Pasal 359 Barangsiapa karena keaalpaanya menyebabkan
matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

2) Pasal 360 ayat (1) yang menentukan bahwa barang siapa
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3)

4)

karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang
mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara
paling lama satu tahun.

Pasal 360 ayat (2) menentukan bahwa barangsiapa karena
kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-
luka berat sedemikian rupa sehingga timbul penyakit
halangan, menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian
selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara
paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi
empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 361 yang menentukan bahwa jika kejahatan yang
diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan
suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan
sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk
menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan,
dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya

diumumkan.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

1)

2)

3)

Pasal 1365 yang menentukan bahwa tiap perbuatan
melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menrebitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 yang menentukan bahwa setiap orang yang
bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang
disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pasal 1367 yang menentukan bahwa seorang tidak saja
bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di
sebabkan  perbuatan  orang-orang yang  menjadi

tanggungannya atau disebabkan oleh barangbarang yang
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berada di bawah pengawasannya.

4) Pasal 1370 yang menentukan bahwa dalam halnya suatu
kematian dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya
seseorang, maka suatu atau isteri yang ditinggalkan, anak
atau orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah
dari pekerjaan korban mempunyai hak menuntut ganti rugi,
yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua
belah pihak, serta menurut keadaan.

5) Pasal 1371 yang menentukan bahwa penyebab luka atau
cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau karena
kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk
selain penggantian biaya kerugian yang disebabkan oleh
luka atau cacat tersebut, juga penggantian kerugian ini
dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah
pihak, serta menurut keadaan.

Contoh kasus malpraktik yang dialami oleh Ningrum Santi
dirugikan oleh Rumah Sakit Hermina Pandanaran akibat operasi
Caesar yang mengakibtan anaknya meninggal dan ibu bayi koma
akibat gagal jantung. Atas kejadian tersebut pihak keluarga
melaporkanya Ke POLDA Jateng atas dugaan malpratik tersebut.

KUHP mengatur perbuatan yang menyebabkan orang lain luka
berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan
didalam Pasal 359 dan 360. Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan
360 adalah sebagai berikut:?

1) Adanya unsur kelalaian (kulpa)

2) Adanya wujud perbuatan tertentu

3) Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain

4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan

akibat kematian orang lain itu.

124

2 Anny Isfandyarie, Malpraktek dan Resiko Medik, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).Hal.
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Jika 4 unsur diatas dibandingkan dengan unsur pembunuhan
dalam pasal 338, maka terlihat bahwa unsur 2,3 dan 4 dari pasal 359
tidak ada bedanya dengan unsur pembunuhan dalam pasal 338.
Perbedaannya hanya terletak pada unsur kesalahannya yaitu pasal
359 kesalahan dalam bentuk kurang hai-hati (culpa), sedangkan
kesalahan dalam pasal 338 (pembunuhan) dalam bentuk
kesengajaan.®

Demikian pula jika kita bandingkan antara resiko medik dengan
malpraktek medik. Baik pada resiko medik dan malpraktek medik
terkandung unsur 2,3 dan 4 yaitu ada wujud perbuatan tertentu yang
dilakukan oleh dokter terhadap pasien, perbuatan tersebut sama-
sama berakibat luka berat maupun matinya orang lain ada hubungan
kasual. Tetapi ada satu unsur yang berbeda dari resiko medik dengan
melpraktek medik, vyaitu pada resiko medik ditemukan unsur
kelalaian, sedangkan pada malpraktek medik jelas ditemukan adanya
unsur kelalaian.*

Selain itu, khusus didalam pelayanan kesehatan, kelalaian juga
dikaitkan dengan pelayanan yang tidak memenuhi (dibawah) standar
profesi (standar pelayanan medis) yang dalam prakteknya juga perlu
digunakan untuk membedakan antara resiko medik dan Malpraktek
medik. Kalau terhadap pasien telah dilakukan prosedur sesuai
standar pelayanan medis, tetapi pasien akhirnya luka berat atau mati,
ini merupakan resiko medis. sedangkan bagi pasien yang mengalami
luka berat maupun kematian sebagai akibat dokter melakukan
pelayanan dibawah standar medis, maka hal ini berarti terjadai
malpraktek medik.>

Agar tidak terjadi salah pengertian tentang timbulnya resiko
yang merugikan pasien, diperlukan adanya informasi yang jelas dan

lengkap oleh dokter dengan bahasa yang muda dimengerti oleh

3 1bid.,
4 1bid.,Hal 124-125
% Ibid., Hal 25
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pasien dan dengan mengingat dimana komunikasi tersebut
dilakukan. Di sinilah pentingnya wawancara kesehatan, sehingga
pada akhirnya pasien bersedia memberikan persetujuan atas tindakan
medis yang akan dilakukan dokter dalam usaha menyembuhkan
penyakitnya pada transaksi terapeutik®. Ini berarti bahwa unsur
kelalaian sangat berperan dalam menentukan dipidana atau tidaknya
seorang dokter dan kelalaian dalam bidang kedokteran sangat erat
kaitannya dengan pelaksanaan standar profesi dokter.” Tidak hanya
unsur kelalaian didalam resiko medik, juga mengandung arti bahwa
baik pasal 359 maupun 360 KUHP tidak bisa diterapkan bagi
tindakan dokter yang memiliki resiko medik, karena salah satu unsur
dari pasal 359 maupun 360 KUHP tidak dipenuhi didalam resiko
medik.

Selain itu, tindakan dokter terhadap pasien juga mempunyai
alasan pembenar sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 KUHP dan
pasal 51 ayat 1 KUHP. Sedangkan untuk dapat dipidananya suatu
kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam
hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur, sebagai berikut:

1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak artinya
keadaan jiwa petindak harus normal.

2) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya
yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).

3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Dari kasus diatas menerangkan bahwa Manajemen RS
Telogorejo mengkonfirmasi menyatakan telah melakukan perawatan
dan tindakan medis terbaik sesuai dengan standar pengobatan
terhadap almarhum. Seluruh kronologi, proses, dan tindakan medis
sudah dijelaskan dengan proporsional dan benar sesuai standar

organisasi profesi kepada pihak keluarga.

® Ibid.,
7 Ibid.,
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Dalam penjelasan resmi atas pasal 44 UU praktik kedokteran
ditentukan sebagai berikut:

1) Yang dimaksud dengan "standar pelayanan™ adalah pedoman
yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam
menyelenggarakan praktek kedokteran.

2) Yang dimaksud dengan "strata sarana pelayanan” adalah
tingkatan pelayanan yang standar tenaga dan peralatannya
sesuai dengan kemampuan yang diberikan.

Dengan demikian, tindakan medis tersebut diatas tidak bersifat
melawan hukum, karena:

1) Dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran atau
dilakukan secara lege artis, yang tercermin dari:

a) Adanya indiikasi medis yang sesuai dengan tujuan

perawatan yang konkrit

b) Dilakukan sesuai dengan prosedurr ilmu kedokteran yang

baku
2) Dipenuhiya hak pasien mengenai informed consent

Penerapan Pasal 359 dan 338 KUHP tidak dapat diterapkan
pada tindakan dokter yang memiliki resiko medik. Hal ini
disebabkan karena pada resiko medik ada salah satu unsur dalam
pasal 359 dan 338 KUHP yang tidak dapat dipenuhi, yaitu unsur
kelalaian.

Perlu kita sadari bahwa tindakan medis dokter kadang-kadang
memang menghasilkan akibat yang tidak diinginkan baik oleh dokter
maupun pasien, meskipun dokter telah berusaha maksimal. Karena
hampir semua tindakan medis hakekatnya adalah penganiayaan yang
dibenarkan oleh undang-undang, sehingga kemungkinan timbulnya
resiko cidera atau bahkan kematian sangat sulit untuk dihindari
terutama yang berkaitan dengan tindakan pembiusan dan

pembedahan.
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2. kelemahan-kelemahan kebijakan malpraktek medis dalam
sistem hukum Indonesia.
a. Kelemahan Pada Peraturan Perundang-undangan
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan suatu
pelaksanaan hukum tidaklah mampu terlepas dari baik dan
buruknya peraturan hukum yang dibuat. Dari beberapa pendapat
ahli, malpraktek medis dapat diberi batasan sebagai tindakan
medis yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh
profesi,baik karena kesengajaan, karena kelalaian, kekurang
mampuan, atau untuk kepentingan pribadi dari tenaga medis,
yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan
kehidupan pasien.
Tidak ada satupun ketentuan dalam kebijakan hukum di
bidang kesehatan yang mengatur pengertian dan sanksi hukum
bagi malpraktek medis, seperti dalam
1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(UUK);

2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (UUPK);

3) Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (UURS);

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008
tentang Rekam Medis (PMK-RM);

5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

Kurang lengkapnya pengertian mengenai malrapktek
beserta sanksinya ini dapat menyebabkan keragu-raguan dalam
penegakan hukum tentang kasus tindakan medis yang
menyebabkan kerugian kesehatan atau pengidupan pasien.

ketentuan hukum kesehatan hanya ada pasal-pasal yang

memberi kewajiban dan larangan dalam melakukan tindakan
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medis oleh dokter, tenaga kesehatan dan rumah sakit, disertai

sanksi, seperti:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pasal 51 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (UUPK) mengatur kewajiban dari dokter dan
dokter gigi.

Pasal 66 UUPK memberi hak pada setiap orang yang
mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan
dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik
kedokteran dapat mengadukan kepada Ketua Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, kepada polisi
apabila ada dugaan tindak pidsana, serta ganti tuntutan
kerugian ke pengadilan.

Pasal 73, 74, 77, dan 78 UUPK berlaku bagi orang yang
bukan dokter yang dengan sengaja menggunakan identitas
berupa gelar atau bentuk lain atau metode yang
menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah dokter
yang telah memiliki SIP atau STR (Surat izin praktik atau
Surat Tanda Registrasi).

Pasal 79 dan Pasal 80 UUPK berlaku bagi dokter/dokter
gigi, rumah sakit yang melanggar beberapa syarat
administrasi pelayanan kesehatan.

Pasal 29 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(UUK)menentukan bahwa dalam hal tenaga kesehatan
diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya,
kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui
mediasi.

Pasal 45 UUK melarang orang mengembangkan teknologi
dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan
membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.
ketentuan Pasal 56 UUK mengatur hak pasien untuk

menolak tindakan pertolongan yang akan diberikan.
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8) Pasal 57 UUK mengatur hak atas rahasia kesehatan pasien
dengan beberapa pengecualian.

9) Pasal 58UUK memberi hak pasien untuk menuntut ganti
rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian
akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan
yang diterimanya, dengan beberapa pengecualian.

10) Pasal 75 dan 76 UUK mengatur larangan aborsi dengan
beberapa pengecualian.

11) Pasal 190 UUK member sanksi pidana penjara dan denda
bagi rumah sakit danatau tenaga medis yang dengan sengaja
tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien
yang dalam keadaan gawat darurat.

12) Pasal 191 UUK member sanksi pidana penjara dan denda
bagi praktik pelayanan kesehatan tradisional yang
menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian
harta benda, luka berat atau kematian.

13) Pasal 192 UUK member sanksi pidana penjara dan denda
bagi Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan
organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun.

14) Pasal 193 UUK memberikan sanksi hukuman penjara dan
denda bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah
identitas seseorang.

15) Pasal 194 UUK memberikan sanksi pidana penjara dan
denda bagi setiap orang yang melanggar larangan aborsi
yang tidak sesuai dengan UU.

16) Pasal 195 UUK member sanksi pidana penjara dan denda
bagi Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan

darah dengan dalih apapun
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17) Pasal 201 UUK mengatur pemberatan sanksi pidana dan
penambahan sanksi administrasi apabila pelanggar larangan
dalam Pasal 190, 191, 192, Pasal 196-200 adalah korporasi.

Dari pasal-pasal di atas, apabila ada rumah sakit atau
tenaga medis melanggar, kualifikasinya bukan malpraktik,
melainkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
oleh masing-masing pasal. Pasal—Pasal tersebut belum lengkap
mengatur malpraktik. Misalnya, tindakan medis yang tidak
sesuai dengan standard profesi atau SOP oleh dokter atau
perawat ketika melakukan diagnose, memberikan obat,
pemeriksaan laboratorium kesehatan, tindakan medis lain, atau
operasi, yang berdampak pada kerugian pasien, baik kerugian
kesehatan, finasial, maupun kehidupan. Unsur-unsur yuridis
yang dikemukakan Nur Fatimah,? atau ahli yang lain dapat
dicari dan diterapkan, pasal mana yang dapat dipergunakan,
yang ada hanya larangan pengembangan teknologi yang buruk,
larangan aborsi, tidak memberi pertolongan, larangan pelayanan
kesehatan tradisional dengan teknologi yang tidak aman,
larangan jual beli organ, larangan bedah plastic untuk mengubah
identitas, larangan jual belai darah. Ini namanya hukum yang
tidak lengkap.

Pasal 29 dan Pasal 58 UUK serta Pasal 66 UUPK yang
memberi hak pasien untuk menuntut ganti rugi terhadap
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan
yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian
dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya, baik secara
pidana maupun perdata, namun harus diselesaikan terlebih
dahulu dengan mediasi. Apabila rumusan “kelalaian dalam

menjalankan profesinya” adalah yang dimaksud dengan

8 https://pelayananpublik.id/2019/09/14/malpraktek-pengertian-unsur-hingga-proses-
pidananya/, diakses pada 21 Desember 2021
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malpraktek, maka rumusan tersebut sangat sumir. Mestinya
rumusannya lebih jelas, sehingga memberikan kepastian dalam
penegakan hukumnya.

Pasal 29 dan 58 UUK dan Pasal 66 UUPK mengarah
pada perbuatan hukum perdata, yakni perbuatan melawan
hukum (tort) yang hanya diberi sanksi ganti kerugian, bukan
perbuatan pidana yang diberi sanksi pidana. Memijam pendapat
Sudarto tentang politik hukum pidana sebagai pemilihan hukum
untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling
baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna,® maka
politik hukum pidana dalam UUK dan UUPK untuk mencgah
dan dan menanggulangi malpraktek merupakan contoh politik
hukum pidana yang buruk, karena tidak lengkap dan tidak jelas
sehingga belum memenuhi keadilan dan daya guna.

Pasal dalam KUHP biasa diterapkan bagi tenaga medis
yang melakukan malpraktek, yakni Pasal 359 dan 360 jo.361
KUHP yakni kealpaan dalam menjalankan profesi (kesehatan)
yang menyebabkan mati atau luka-luka. Pasal lain yang biasa
diterapkan adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang
diatur dalam ketentuan Pasal 338, 340, 344, 345 KUHP. Namun
demikian, pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal umum, untuk
semua tindak pidana. Dalam praktek dapat menimbulkan
ambiguitas, karena ada dua ketentuan yang dapat diterapkan
untuk malpraktek, namun saling bertentangan. Pasal umum 359
atau 360 jo 361 KUHP merupakan tindak pidana, sedangkan
Pasal 29 dan Pasal 58 UUK ya